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M embina sebuah rumah tangga memang tidak semudah membalikkan tangan, pasti selalu ada konflik yang
timbul terutama masal ah harta kekayaan dalam perkawinan. Apabila sebelum melangsungkan perkawinan
suami isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka harta bawaan dan harta yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta persatuan bulat. Kemudian selama perkawinan berlangsung, terjadi sesuatu hal
misal suami boros dan berkelakukan tidak baik yang mengakibatkan harta bersama akan habis, maka isteri
dapat mengaj ukan tuntutan pemisahan harta kekayaan ke Pengadilan Negeri, karena perjanjian kawin sudah
tidak dapat lagi dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dari keadaan tersebut di atas, maka yang jadi
permasal ahan penelitian ini yaitu bagaimanakah akibat hukum dari pemisahan harta kekayaan yang
dilakukan berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dan bagaimana secara yuridis
pertimbangan Hakim mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana ternyata dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K/Pdt/2012 tangga 9 Desember 2013. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti mengacu pada aturanaturan hukum yang
ada. Maka ditemukan jawabannya bahwa akibat hukum yang timbul sebagaimana ternyata dalam kasus yang
diteliti yaitu tidak dapat diadakan pemisahan karenaisteri tidak memenuhi Pasal 186 BW, sehingga objek
sengketa tetap menjadi harta bersama suami dan isteri. Untuk perjanjian pisah harta yang telah dibuat
dihadapan Notaris menjadi batal demi hukum karena mengandung cacat yuridis dan bertentangan dengan
undang-undang. Dan Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 119 BW, karena
antara suami dan isteri tersebut tetap terjadi persatuan harta bulat. Sedangkan penerapan Pasal 29 ayat (4)
Undang-undang Perkawinan dalam pertimbangan Hakim dianggap kurang tepat karenatidak terjadi
perubahan perjanjian kawin.

Fostering a household is not as easy as turning the hand, there is always a conflict triggered by wealth in
marriage. If spouse did not make a prenuptial agreement, separation asset and any asset they acquire during
the course of their marriage would be community asset. Furthermore, during the marriage takes place, if
there is something happen e.g. the husband is extravagant and does not have good manner which is caused
community asset would be lost, the wife could propose a claim for asset separation to District Court,
because prenuptial agreement could no longer be made after marriage took place. According to that
circumstances, the consent of this research is how the legal consequences of the assets separation that is
performed by prenuptial agreement made after marriage and how the juridical considerations of the Judge
regarding separation assets in marriage, asit turns out in the Supreme Court Verdict No. 2901 K / Pdt / 2012
dated December 9, 2013. By using a normative juridical research method, the author in researching refersto
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rules of existing law. Then found the answer that the legal consequences arising in this case study that the
separation cannot be held because the wife does not comply with Article 186 BW, then the object of dispute
remain the property of the husband and wife. And the prenuptial agreement that has been made before a
Notary cancelled and void because of flawed juridical and contrary to law. And Supreme Court decisions
were appropriate and in accordance with Article 119 of the BW, as between husband and wife are still
having community assets. While the application of Article 29 paragraph (4) of the Law of Marriagein
consideration of Judges considered |ess appropriate because there is no change in prenuptial agreement.



